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A. Simpulan

Adapun kesimpulan dari kedua hasil penelitian dan pembahasan di atas,
adal ah sebagal berikut:

1. Sanksi hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku atau orangtua yang
melakukan penelantaran terhadap anak di atas, bahwa jika dilihat dari
perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak yakni sanks pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan kemudian
untuk sanksi denda yang diberikan paling banyak 100.000.000 (seratus juta).
Lebih lanjut, dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas,
bahwa sanksi pidana penjara yang diberikan terhadap pelaku penelantaran
anak yakni paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan hukuman penjara
akan bertambah jikalau unsur keahatan yang dilakukan oleh pelaku
ditemukan unsur-unsur yang memberatkan hukuman seperti mengakibatkan
luka-luka berat atau bahkan kekerasan.

2. Penyelesasian hukum terhadap kasus penelantaran anak oleh orangtua
dilakukan dengan dua penanganan, yakni melalui litigas dan non-litigasi.
penyelesaian hukum melalui jalur litigasi memiliki tahapan-tahapan sebelum
masuk pada wilayah peradilan yakni penyelidikan dan penyidikan dilakukan
oleh pihak kepolisian yang kemudian dilimpahkan ke pihak kejaksaan untuk
melakukan penuntutan dan selanjutnya akan diadili di pengadilan negeri
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untuk mencapapal suatu putusan oleh hakim yang mengadili perkara tersebut.
Selanjutnya untuk jalur non-litigasi pihak PPA Satreskrim Polres Bone
menggunakan metode pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan

perkara untuk mencapai kesepakatan damai di antara kedua belah pihak.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dari dua hasil penelitian dan
pembahasan di atas, adalah sebagai berikut:

Kedepannya pihak PPA Satreskrim Polres Bone dalam menjalankan kinerja
menangani kasus tindak pidana penelantaran anak oleh orangtua lebih maksimal dan
selektif agar penanganan terhadap kasus tersebut mencapai optimalisasi perlindungan

anak dari tindak pidana penelantaran.
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